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ABSTRAKSI

FARIZAL YUNIANSYAH, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Malang, February 2011, Kendala Penyidik Polri Dalam Proses
Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging Di Hutan Milik Perhutani Kabupaten
Blitar (Studi Di Kepolisian Resor Blitar), Pembimbing Utama Setiawan
Nurdayasakti, SH,MH, Pembimbing Pendamping Eny Haryati, SH,MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas meaigé@ndala yang
dihadapi oleh penyidik Polri dalam Proses penyidikadak pidanallegal logging
yang terjadi di hutan milik Perhutani Kabupatentd@lidan mengenai upaya yang
dilakukan penyidik Polri dalam menyelesaikan keadgng dihadapi dalam proses
penyidikan tindak pidandlegal logging Hal ini dilatarbelakangi oleh fenomena
tindak pidanallegal loggingyang marak terjadi di Kabupaten Blitar. Dalam thlaun
terakhir (2009-2010) telah terjadi 9 kasllesgal loggingdi kawasan hutan Kabupaten
Blitar.

Penulis memilih lokasi penelitian di Polres Bljtkarena peningkatan kasus
illegal loggingdi Kabupaten Blitar sangat drastis dan pada kelegsl loggingyang
terjadi di Bulan Agustus 2010, memiliki perbedaaari kasusillegal logging yang
lainnya yang terjadi di Kabupaten Blitar. Metodegekatan yang digunakan adalah
Yuridis Sosiologis, sedangkan metode analisis ydiggnakan dalam penelitian ini
adalah metode analisis deskrptif kualitatif.

Pada penelitian ini didapat bahwa dalam proses igigay tindak pidana
illegal logging di hutan milik Perhutani terdapat&ndala yang dihadapi penyidik
Polri yaitu, (1) Bukti petunjuk yang sedikit dansahnya membuktikan pelaku utama ,
(2) Kesulitan dalam mengangkat barang bukti darPTke tempat penampungan, (3)
Kesulitan membuktikan kayu curian, (4) Faktor sardan prasarana, dan (5) Faktor
masyarakat sekitar hutan. Sedangkan upaya penfdlk dalam menyelesaikan
kendala yang ada yaitu: (1) Melakukan olah TKP yamgndalam untuk mencari
barang bukti tambahan untuk menemukan pelaku utéayielakukan kerjasama
dengan pihak Perhutani untuk mengangkat barangi &t TKP ke tempat
penampungan barang bukti, (3) Melakukan cek tung@gk dan cek balak kayu, (4)
Menganggarkan dana untuk pemenuhan sarana damrgmasgng dibutuhkan, (5)
Melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitanhuta

Melihat fakta tersebut maka hendaknya pihak Kepoli melakukan
peningkatan keamanan dan penjagaan di setiap lyatam ada di Kabupaten Blitar
serta melengkapi saran dan prasarana yang memarnaerhlikan dalm proses
penyelesaian kasufiegal logging yang terjadi. Langkah selanjutnya yaitu dengan
melakukan sosialisasi terhadap masyarakat meng&eaigian-kerugian yang
ditimbulkan akibaillegal logging serta memberikan keterampilan bagi masyarakat di
kawasan sekitar hutan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia terkenal sebagai Negara yang mkelailt yang luas
dan hutan yang rimbun. Hutan yang ada di Indorleagnya lebih kurang 120
juta hektar. Hampir tersebar di setiap pulau yadg di Indonesia, baik di
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bahkan di pulau Jgavey penduduknya
paling padat masih ada hutan. Ini menunjukkan bamutan di Indonesia ini
sangatlah banyak dan dengan banyaknya hutan yasgb&e dari Sabang
sampai Merauke ini perlu adanya pengawasan, pdagalgerlindungan serta
pelestarian hutan dari pemerintah Negara ini. Réuwlgan dan pengelolaan
lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadg dilakukan untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegajadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliperepcanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pemebakunt. Pelestarian
lingkungan hidup sangatlah diperlukan, agar linglamhidup tidak terabaikan
dan tidak mengalami kepunahan.

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keagshaan hayati di
dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga tdgrh negara yang
disebut Megadiversity Country. Hutan Indonesia mpakan rumah bagi ribuan

jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya &detalemik di Indonesia.

! pasal 1 angka (2) Undang-undang Republik Indarfésimor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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Dalam kenyataannya pemanfaatan hutan alam yanlg beldangsung sejak
awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yanghgum@enggembirakan
untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. Terldpa keberhasilan
penghasil devisa, peningkatan pendapatan, menysagga kerja, serta
mendorong pembangunan wilayah, pembangunan kelmutameelalui
pemanfaatan hutan alam menyisakan sisi yang buram.

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia saat ini tidekamak maju.
Berbagai persoalan yang selama ini mencuat bangag tfidak terselesaikan,
bahkan beberapa diantaranya bertambah parah, satlahya adalah kondisi
lingkungan hidup yang bertambah buruk. Pengelotaamber daya alam dan
lingkungan hidup yang dilakukan tidak sesuai daya@kudgnya dapat
menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, &risnergi dan lingkungan.
Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir selunih $gmber daya alam
dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cendprunengalami
penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu lektww Kerusakan ini
merupakan indikasi betapa buruknya pengelolaan sundlya alam dan
lingkungan hidup di Indonesia termasuk di bidanputanan. Pembangunan
sebagai upaya sadar dalam mengelola, memanfaatk@es daya alam untuk
meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk menc&paiakmuran lahir
maupun batin. Oleh karena itu penggunaan sumbex diEyn harus selaras,
serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan Hidiipgkungan hidup

sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan a&sinyiang terbatas,

2 Penjelasan Undang-undang No 41 Tahun 1999 tektahgtanan
Xiv



selama eksploitasi atau penggunaannya di bawals llatga regenerasi dan
asimilasi, maka sumber daya terbaharui dapat digunaecara lestari. Akan
tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya akengalami kerusakan dan
fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi gabsarana atau sarana
pelayanan akan mengalami gangguan.

Dunia kehutanan Indonesia menghadapi permasalabag gangat
berat akhir-akhir ini. Selama beberapa tahun teraklah terjadi peningkatan
kejahatan kehutanan yang berupa pencurian maupdgiagangan satwa dan
tanaman langka yang dilindungi, pelanggaran pripsipsip konservasi dan
kelestarian dalam penetapan kebijakan kehutanamamb@ahan dan okupasi
kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian kayu detagangan tidak sah,
pemberian maupun penyalahgunaan ijin-ijin kehutadan lain-lain. Diantara
beragam kejahatan kehutanan tersebut, maka pemckagu atauillegal
logging merupakan kejahatan kehutanan yang terbesar @@nnenimbulkan
kerugian negara yang sangat besar. Pencurian kaypihterjadi di seluruh
kawasan hutan, tidak hanya pada kawasan hutan ksioshja tetapi juga telah
memasuki hutan di kawasan konservasi dan hutanrodBila hal ini tidak
segera ditanggulangi maka pada akhirnya nanti maonigitan yang tersisa
hanyalah pada kawasan yang mempunyai topografi ysamggat berat.
Permasalahanilegal logging masih menjadi topik hangat sampai saat ini
seiring dengan gencarnya operasi pengamanan teg@dm memberantas
illegal logging yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan, Polni @aarat

terkait. Beberapa orang yang meliputi cukong dakepe kayunya berhasil
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ditangkap dan dijadikan tersangka. Walaupun demjlsampai saat ini usaha
penanganarillegal logging masih dianggap tidak memberikan hasil yang
signifikan. Ketidakefektifan ini salah satunya diabkan oleh tidak adanya
sistem monitoring serta penanganan data dan inBrkasusillegal logging
secara efektif dan efisien. Ketidakefektifan perar@n masalah ini
menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap beratrgrapak yang
diakibatkan dan konstelasi permasalahan yang dinada

Kegiatan penebangan kayu secara liaifegal logging tanpa
mengindahkan kaidah-kaidah manajemen hutan untuljamén kelestarian
sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampgétif dalam
berbagai aspek, sumber daya hutan yang sudah hsglanma masa orde baru,
kian menjadi rusak akibat maraknya penebangamldiEm jumlah yang sangat
besar. Kerugian akibat penebangan liar memilikiedisa yang luas tidak saja
terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadaplamasasial, budaya, politik
dan lingkungan.

Dari perspektif ekonomi kegiatailegal logging telah mengurangi
penerimaan devisa negara dan pendapatan negardagBer sumber
menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkam ikkegal logging ,
mencapai Rp.30 trilyun per tahdin.

Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebdiagdrukan saja

kerugian finansial akibat hilangnya pohon, akaapgetebih berdampak pada

% Suryo Pranoto, “kerugian akibat pembalakan liasiw. mahonionline.wordpress.com.di akses
tanggal 17 September 2010.

XVi



ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya keseampaintuk memanfaatkan
keragaman produk di masa depan (opprotunity cost).

Dari segi sosial budaya dapat dilihat munculnyaagikkurang
bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubafi@n dimana
masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakanmaagtang benar dan
salah serta antara baik dan buruk. Hal tersebwgbdiskan telah lamanya
hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkaringehanya menyentuh
sasaran yang salah. Perubahan nilai ini bukanlahase yang mudah untuk
dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar.

Kerugian dari segi lingkungan yang paling utamaladailangnya
sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminkgieradaan hutan yang
berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnyanikhikro, menurunnya
produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilaraghkeanekaragaman hayati.
Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapayebabkan kepunahan
suatu spesies termasuk fauna langka. Kemampuakategaohon) pada saat
masih hidup dalam menyerap karbondioksida sehirdggaat menghasilkan
oksigen yang sangat bermanfaat bagi mahluk hidiqmyta menjadi hilang
akibat makin minimnya tegakan yang tersisa karetemya penebangan liar.
Dampak yang lebih parah lagi adalah kerusakan sumidga hutan akibat
penebangan liar tanpa mengindahkan kaidah manajeaten dapat mencapai
titik dimana upaya mengembalikannya ke keadaan lsermenjadi tidak

mungkin lagi {rreversiblg.
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Di Indonesia bagian timur ribuan batang kayu merdanh kayu besi
ditemukan di Desa Werinama, Kabupaten Seram baigmam, Maluku, dalam
suatu penggerebekan oleh aparat desa setempat, (UMA& Penggerebekan
terpaksa dilakukan lewat laut karena jalan daragagasulit ditempuh. Pihak
yang menebang kayu-kayu tersebut diduga adalah RnhdMa Mandiri
Megatama. Itu adalah perusahaan kayu yang sudahgwutahun beroperasi di
Seram bagian timur, namun izin operasinya sudals Haberapa tahun lalu.
Penggrebekan dilakukan oleh aparat desa karengkansuvelah tidak percaya
lagi kepada petugas. Mereka bahkan mensinyalirzgan liar di kawasan
ini sering kali melibatkan pegawai Dinas Kehutanaupun aparat keamanan.
Warga kesal karena maraknya penebangan liar meiogoyir parah di
pemukiman jika musim hujan tiba. Maraknya penebantyar ini hampir
terjadi diseluruh wilayah hutan di Indonesia, tidedaya di Indonesia bagian
timur saja akan tetapi di pulau Jawa tepatnya diaJdimur kasusllegal
logging ini juga marak terjadi, seperti yang terjadi di dda. Seorang
tersangka penebangan liar berinisial HS ditangkapolsian Resor Madiun,
Jawa Timur. Polisi juga menyita 37 batang kayu jadirbagai ukuran.
Demikian diungkapkan Kepala Satuan Reserse Krinfhuhles Madiun Ajun
Komisaris Edi Susanto di Madiun, Selasa (17/B}li mengatakan, HS diciduk
saat mengangkut puluhan batang kayu menggunakaih pnckaup Mitsubishi
L-300 bernomor polisi AE 9834 E. Aksi berlangsunglam kemarin di

kawasan hutan di Dusun Sumbersuko, Desa Mejayacarfaan Mejayan,

4 Jubri Samanery, parat Desa Sita Ribuan Kayu Curiamww.Liputan6.com10/07/2010 04:39.
°Ahmad SalmayPolres Madiun Sita Puluhan Batang Kayu llegahw.liputan6.com 17/08/2010 17:06
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Kabupaten Madiun. Saat diperiksa, warga Kebunagakdisa menunjukkan
dokumen yang sah.

Dari beberapa contoh dampak yang terjadi dimasgarakibat dari
illegal logging tentunya sangat merugikan banyak pihak. Akan tebegi
demikian tidak memberikan kesadaran bagi para peld&gal logging.
Kejahatanillegal logging terus saja terjadi dan semakin meningkat setiap
tahunnya.

Pada tahun 2010, terjadi peningkatan kejahdtagal logging dari
tahun sebelum-sebelumnya. Jika pada tahun 2009 kasus pada tahun 2010
pihak Polres Blitar telah mencatat adanya 5 kdkgal logging yang terjadi
di Kabupaten Blitar. Kasus terbaru kejahaiiéggal logging ini terjadi pada
bulan Agustus tahun 2010. Pada kasus ini, berbad&asus sebelumnya yang
pernah di tangani Polres BlithDari 5 kasus yang ditangani Polres Blitar pada
tahun ini, pihak penyidik mengatakan pada kasuskemdala yang dihadapi
oleh penyidik Polres Blitar lebih banyak dan lelimit jika dibandingkan
dengan ke empat kasus yang juga ditangani oleteg’8llitar di tahun 2010
ini.

Kasusillegal logging ini terjadi di kawasan hutan milik Perusahaan-
perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI) yang berddadesa
plumbangan kecamatan Ndoko Kabupaten Blitar, ygrddlingsinya termasuk
ke dalam hutan Produksi. Hutan produksi yaitu dddiatan yang dapat

dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bernkanemi’. Hutan produksi

® Pra survey. Wawancara dengan penyidik Polri digdBlitar.
" Budi Prakoso, Macam-macam hutan. www.Okezone.adirakses tanggal 16 Februari 2011.
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dapat dikategorikan menjadi dua golongan yakni rhutanba dan hutan
budidaya. Hutan rimba adalah hutan yang alami sgdenhutan budidaya
adalah hutan yang sengaja dikelola manusia yargpiya terdiri dari satu
jenis tanaman saja. Hutan rimba yang diusahakarusrararus menebang
pohon dengan sistem tebang pilih dengan memililopglang cukup umur dan
ukuran saja agar yang masih kecil tidak ikut ruséitan milik perhutani ini
termasuk ke dalam hutan budidaya, sebab tumbuhag gda di dalamnya
yaitu pohon mahoni yang memang di budidayakan. Paglestus 2010 lalu
beberapa hektar dari hutan milik Perhutani terseimrngalami pencurian kayu
yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Awalnyangaitetapkan anggota
Polres Kabupaten Blitar tersangka ada 2 orang. &edtang tersebut
melakukan penebangan pohon yang bukan waktunyx witiebang. Setelah
diusut pihak penyidik Polres Blitar, ditemukan datu bahwa kedua orang
tersebut hanyalah pesuruh saja, ada orang laifikdkzesusillegal loggingini.
Dari keterangan yang didapat dari pelaku penebahgtam ini, mereka hanya
di suruh oleh seseorang berinisial “R” lewat telmph Seseorang
menghubungi salah satu pelaku pesuruh penebangamagebang kayu hasil
hutan milik Perhutani yang seharusnya belum waldutiytebang dan tanpa
ijin dari pihak Perhutani. Setelah melakukan pengha liar, pihak Perhutani
mencurigai kedua orang tersebut, tidak lama setélahpihak Perhutani
langsung melaporkan kecurigaan itu kepada pihdisiR¢tabupaten Blitar.
Polisi Kabupaten Blitar dengan cepat merespon pkraga dari pihak

Perhutani, tidak lama berselang setelah meneriparda tersebut, anggota

XX



penyidik Polri langsung meluncur ke TKP (tempatakign perkara). Di TKP
penyidik Polri mulai melakukan olah TKP dan dartaddata yang ditemukan
untuk sementara ini menetapkan kedua orang tersebbtgai pelaku
pembantu kejahatan tindak pidaii@agal logging di hutan milik Perhutani.
Anggota penyidik Polres Blitar tidak berhenti disisaja, akan tetapi terus
mengembangkan kasus ini dan mencari dalang di bsdikua kejadian
pembalakan liar ini.

Fakta mengenai bahwa masih banyaknya kadtgal logging yang
marak terjadi di hutan-hutan yang berada di Indenesenjadi alasan dan
dasar penulis untuk melakukan penelitian denganul judENDALA
PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI HUTAN MILIK PERHUTANI KABUPATEN

BLITAR (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR BLITAR).

B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam nuengkap kasus tindak
pidanaillegal loggingdi hutan milik Perhutani kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana upaya penyidik Polri dalam menyelesaikandala yang

dihadapi dalam mengungkap kadlegal logging?

C. TUJUAN PENELITIAN
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Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan faehe suatu
permasalahan. Adapun tujuan penulisan ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penyiBidri dalam
mengungkap kasus tindak pidahegal logging
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang diledu penyidik Polri

dalam menghadapi kendala yang ada pada kasus tipidaka illegal

logging

. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat membeanfaat dan/atau
menambah kontribusi dalam pengembangan keilmuarbidiang hukum
khususnya dalam bidang hukum Pidana tentang peaedakum lingkungan
dan Sumber Daya Alam serta hukum Kehutanan.
2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bermaivizg :

a. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkannjadi referensi
kajian dari pemerintah dalam upaya mengungkap kingidana
illegal loggingyang marak terjadi.

b. Bagi Anggota Penyidik, Hasil penelitian ini dihakap dapat
memberikan semangat baru bagi para anggota periyalrk dalam

mengungkap kasus tindak pidahegal logging
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c. Bagi Peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan meshjacuan untuk
mengasah kemampuan peneliti dalam menganalisis u suat
permasalahan dan peraturan perundang-undangan Yyelah
menjadi hukum positif maupun yang belum menjadiumlpositif.

d. Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan nmberikan
gambaran mengenai kasu$legal logging yang terjadi dan
membantu pihak Kepolisian dalam menyelesaikan kalegal
logging tersebut agar nantinya pihak Kepolisian dengan imuda
mengungkap kasus-kasus sepdtégal logging yang merugikan

negara.

E. SSTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini akan dibagi dalam 5 bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang timjmlpermasalahan serta
rumusan masalah yang menjadi dasar penelitianinStladalam pendahuluan
dikemukakan pula tujuan yang ingin dicapai dengfanga penelitian, manfaat

penelitian, serta sistematika penulisan.
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai kajian kepustakaarg y@iperlukan untuk
menganalisa permasalahan dalam penulisan ini, aleamnta kajian mengenai
arti dariillegal logging.Pada bab ini juga di jelaskan mengenai penyidiki pol

yang memiliki peranan penting di dalam penulisaipskini.

BAB Ill. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yagignakan oleh penulis,
mulai dari jenis penelitian, metode pendekatanasokpenelitian, jenis dan
sumber data, teknik pengambilan data, populasi séampel, teknik analisa

data, dan definisi oprasional.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan mengeraisa@ kendala-
kendala yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam gumgkapkan kasuBegal
logging dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam meng&tasiala-

kendala tersebut.

BAB V. PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil patmsan pada bab
sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapakarag/ang diharapkan

menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM ILLEGAL LOGGING
A.1 Pengertian Illegal Logging
Pengertianllegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang
ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengaragedNamun terminologi
illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harafialuyddri bahasa

inggris. DalamThe Contemporary English Indonesia Dictionariillegal”
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artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan demg&um, hararfi.”Log”
dalam bahasa inggris artinya batang kayu atau lgslondongan, dan

"logging” artinya menebang kayu dan membawa ke srgprgajiar.

Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebuat ddigatakan
bahwa illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian
membawa ke tempat gergajian yang bertentangan demgaim atau tidak
sah menurut hukum. Gambaran tentang penebangarfillegal logging)
menurut pendapat ini menunjukkan adanya suatu eamgkkegiatan yang
merupakan suatu rantai yang saling terikat, mudai sumber atau produser
kayuillegal atau yang melakukan penebangan kayu selbagal hingga ke
konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Dari lpgb@engertian yang
ada, dapat disimpulkan bahwbegal logging adalah kegiatan dibidang
kehutanan atau merupakan rangkaian kegiatan yamgakep penebangan,
pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual (e&spor-impor) kayu
yang tidak sah atau bertentangan dengan aturanmhykmg berlaku, atau
perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutamg Wimaksud dengan
kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan &g, fisik atau hayatinya,
yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atdudajzat berperan sesuai

dengan fungsiny&

Dalam proses penggolaan dalam rangka pemanfaataan hu

diperlukan konsep yang dapat mengintegralisasi aigsmanfaatan fungsi

8 H.S Salim, 2003, Dasar-dasar Hukum Kehutananrtiak&inar Grafika, hal 925.

° Ibid . hal 1094

19 penjelasan Pasal 50 ayat 2 Undang-undang No HUnTEQ99 tentang Kehutanan
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ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkuragar keadaan
lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang sedeapan prinsip
pengelolaan hutan yang Dberkelanjutan/lestari danmbpagunan

berkelanjutart?

A.2 Faktor-faktor penyebab lllegal Logging
Pandangan tentang faktor penyebab terjadilggal logging ini
bervariasi, tergantung pendekatan yang digunakamukiit Dudley ada tiga
faktor yang menyebabkan suburnya penebangan lda pagkat lokal dan
yang memungkinkan penebangan liar meluas dengat Gemitu :
1) Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai geskat dan situasi
penduduk di desa-desa dekat hutan.
Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh unsur-unsur :
a. Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan
b. Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerjassédegeal
c. Ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat
d. Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.
2) Faktor-faktor ekonomi suplay dan permintaan norbgakaitan dengan
industri penebangan kayu.

Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh unsur-unsur :

1 Sukardi, 2005, lllegal Logging dalam PrespektifiioHukum Pidana. Jogjakarta : Universitas Atma
Jaya. Hal 74

12 Colfer, dan Reksosudarmo. 2003, Dalam buku, Kerhanas melangkah? Masyarakat, Hutan dan
Perumusan kebijakan di Indonesia. Jakarta : Sinafik@, hal 448 dan 450
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C.

Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalagem
dan permintaan kayu dari luar negeri.

Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu
tebangan.

Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu

3) Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha daggruhnya pada,

serta kolusi dengan, para politisi dan pimpinaersgit.

Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh unsur-unsur :

a.

b.

Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu

Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos pegaeba
terhadap pejabat lokal.

Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan
penebangan liar.

Banyaknya kerjasam#egal yang dilakukan oleh pengusaha

dengan penguasa atau pejabat lokal.

B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

B.1 Pengertian Tindak Pidanaillegal Logging.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yangedial dalam hukum

pidana Belanda vyaitatrafbaar feit* Dalam WvS Hindia Belanda(KUHP),

istilah strafbaar feittidak ada penjelasan resminya. Oleh karena itw ahbi

13 Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana, Jak&aja Grafindo Persada, hal 67
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hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi d4tah itu. Ada beberapa
pengertian dari para ahli hukum, diantaranya :

1. Menurut Wirjono Prodjodikiro, strafbaar feitadalah tindak pidana.
Dapat dikatakan berupa istilah dalam perundangnumeta pidana
kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undanganggunakan
istilah tindak pidana, contohnya seperti dalam UdJG\Tahun 1982
tentang Hak Cipta diganti dengan UU No0.19 Tahur2200

2. Menurut Mr. Karni dalam buku beliau ringkasan tegtehukum
pidanastrafbaar feitadalah Perbuatan yang boleh dihukum.

3. Menurut Moeljatnastrafbaar feitadalah perbuatan pidafia.

Strafbaar feitterdiri dari tiga kata, yaitstraf, baar,dan feit. Secara

literlijk, kata "straf” artinya pidana, "baar” anya dapat atau boleh dan "feit”
adalah perbuatan. Oleh sebab itu lsitafbaar feittidak dapat didefinisikan
secara baku. Ada dua pandangan berbeda dalam rikaigamdak pidana,
yaitu pandangan yang menganut dualisme dan pandayagjeg menganut
monisme. Paham dualisme memisahkan antara unsug yaengenai
perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri pyangentang tindak
pidana. Sedangkan pandangan monisme tidak memisaduki@ra unsur-
unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mendenaorangnya.
Penganut monisme tidak secara tegas memisahkaia amsur tindak pidana

dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku.

* Ibid.
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Tindak Pidanalllegal Logging yaitu tindak pidana yang berkaitan
dengan penebangan hutan secara tidak sah. Makspémgbangan hutan
tanpa adanya surat ijin penebangan hutan secard satak pidandllegal
logging diatur dalam beberapa undang-undang. Diantaramgtarddalam
Pasal 50 Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentangut&edén yang

berbunyi :

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarpedindungan
hutan.

2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfad@anasan, izin
usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pémasm hasil
hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutai hatan kayu
dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yangimeulkan
kerusakan hutan.

3. Setiap orang dilarang:

a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki
kawasan hutan secara tidak sah;

b. merambah kawasan hutan;

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutanadeng
radius atau jarak sampai dengan:

i. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

ii. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kianan sungai di
daerah rawa;

iii. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

iv. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak gan

v. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

vi. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang teggndan pasang
terendah dari tepi pantai.

d. membakar hutan;

e. menebang pohon atau memanen atau memungut haaih lolut
dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pealyang
berwenang;

f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, eni@
titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yadigetahui
atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yaragntbil atau
dipungut secara tidak sah;
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g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploasesu
eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutanpd izin
Menteri;

h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutangytdak
dilengkapi bersama-sama dengan surat keteranganysahasil
hutan;

I. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yaohak t
ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut obgdibpt yang
berwenang;

j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnyang lazim
atau patut diduga akan digunakan untuk mengang&sil inutan
di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yangvesang;

k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk mengpa
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasam hatgpa
izin pejabat yang berwenang;

I.  membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebadkan
kerusakan serta membahayakan keberadaan atau lelaggn
fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan

m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tiambuh
dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undangng
berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabgdng
berwenang.

4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atngamgkut
tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diaturusesdengan
peraturan perundang-undangan yang berldku.

Tidak hanya di dalam Undang-undang Kehutanan sdjan tetapi
illegal logging ini juga diatur di dalam Undang-undang No 5 Tal®90
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan iStexenya. Dalam
Undang-undang tersebut, masailidgal logging diatur dalam Pasal 21 ayat

(). Yang berbunyi :

Pasal 21 ayat (1) :

Hurufa : mengambil, menebang, memiliki, merusakemosnahkan,
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuyiag
dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan pidtau mati;

15 Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
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Huruf b : mengeluarkan tumbuhan yang dilindungitabagian-bagiannya
dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempandonesia ke
tempat lain di dalam atau diluar Indonesia.

Dalam peraturan pemerintah No 45 Tahun 2004 terfamigndungan hutan,

juga diatur masalaitlegal logging tersebut. Diatur dalam Pasal 12 dan Pasal

14 yang berbunyi :

Pasal 12 ayat (1) :

“setiap orang yang mengangkut, menguasai, atau tienmasil hutan
wajib di lengkapi bersama-sama dengan surat kemaansahnya hasil
hutan”

Pasal 12 ayat (2) :
“termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidalergkapi bersama-
sama dengan surat sahnya hasil hutan adalah :
a) Asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengankuidak sesuai
dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahaga hutan;
b) Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah, maupuwlume hasil
hutan yang diangkut, dikuasai, atau dimiliki selzagi atau
seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantumardalsurat
keterangan sahnya hasil hutan;
c) Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai déengkapi
surat-surat yang sah sebagai bukti;
d) Surat keterangan sahnya hasil hutan masa berlaktgigh habis;
e) Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil huta

Pasal 14 ayat (1) :
“pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hanyatddpakukan
apabila telah memiliki izin dari pejabat yang bervaag”.

Pasal 14 ayat (2) :
“termasuk dalam kegiatan pemanfaatan tanpa iziahal
a) Pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dilu@alayang
diberikan izin;
b) Pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan melefailget
volume yang diizinkan;

16 Abdul Khakim, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan ivegia Dalam Era Otonomi Daerah. Bandung
: PT.Citra Aditya Bakti. Hal 180.
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c) Pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalanusadari
lokasi tertentu yang dilarang undang-undarig.

B.2 Unsur-unsur tindak pidana
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidakitya dari dua sudut
pandang, yakni :
B.2.1 Unsur tindak pidana menurut teoritis
Unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melibgaimana
bunyi rumusan yang dibuatnya. Menurut Moeljathouantgndak
pidana sebagai berikut :
1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan Hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
Adanya perbuatan yang dimaksud Moeljatno ini tidgkisahkan
dengan orangnya. Ancaman dengan pidana menggambizakava
tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataanya beeaar dipidana.
Pengertian umum diancam pidana yaitu di jatuhi madaPada
intinya unsur-unsur tindak pidana itu saling begkaman dan tidak
memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbutadaggan

unsur yang mengenai diri orangnya.

" peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentan@éengan Hutan.
18 Adami Chazawipp cit, hal 79
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B.2.2 Unsur tindak pidana menurut Undang-undang

Di dalam KUHP buku Il memuat rumusan-rumusan pétinaak

pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok ke&aha

sedangkan dalam buku 1l KUHP memuat tindak pidgmag

masuk dalam kelompok pelanggaran. Dari rumusan-samu

tindak pidana tertentu didalam KUHP, dapat diketadanya 11

unsur tindak pidan&, yaitu :

1.

Unsur tingkah laku

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari akifau
positif (bandelen dan tingkah laku pasif atau negatif
(nalaten)® Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah
laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya
diperlukan wujud gerakan sedangkan tingkah lakuif pas
adalah bentuk tingkah laku yang tidak melakukanfitg
tertentu tubuh atau bagian tubuh.

Unsur melawan hukum

Melawan hukum adalah unsur mutlak dari tindak pédan
Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau
terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifatelgritu
dapat bersumber pada undang-undang dan dapat lbersum
pada masyarakat.

Unsur kesalahan

9 |bid , hal 82
2hid , hal 83
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Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambar
batin orang sebelum atau pada saat memulai perbu@kah
karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelalan
bersifat subjektif. Hanya dengan adanya hubungaaran
ketiga unsur ini dengan keadaan batin pembuatnya,
pertanggungan jawab dapat dibebankan pada orarfg itu
Dengan demikian pelaku dapat dijatuhi pidana. Kasai
dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungan
jawab, yang terdiri dari kesengajaaiol(s atau opzej dan
kelalaian ¢ulpa).

4. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada : (aijdak pidana
materiil; (b) tindak pidana yang mengandung unskibad
sebagai syarat pemberat pidana; dan (c) tindakaidanana
akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindaé&npi
berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam man
perbuatan dilakukan.

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntuingida

2L wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum PidBiéndonesia, Bandung: Refika Aditama, hal
55
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Unsur ini hanya terletak pada tindak pidana addanana
tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana pkia
pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidatzen
bukan syarat untuk terjadinya atau syarat seleaaiimgak
pidana sebagaimana pada tindak pidana materiilutJms
bukanlah unsur pokok, artinya tindak pidana dapgadi
tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini adalah unsur keadaan-keadaan terteniyl tyaubul
setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan utdiplat
dipidananya perbuatan. Artinya bila setelah pediuatu
dilakukan keadaan ini tidak timbul maka terhadagppatan
itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanyaesnipuat
tidak dapat dipidana.

9. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur ini selalu terikat dengan unsur objek tingttana.
Kedua-duanya menjadi suatu kesatuan yang tidak
terpisahkan, dan menjadi unsur esensialia atauaktitidak

pidana.

10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
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Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalabuun
kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukansuv
kualitas subjek hukum tindak pidana selalu merupakasur
tindak pidana yang bersifat objektif.

11.Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Ada dua macam unsur syarat tambahan unutk mempaering
pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bershigkbf

dan yang bersifat subjektif.

C. TINJAUAN UMUM PENYIDIKAN
C.1 Pengertian Penyidikan
Penyidikan merupakan tahapan awal dalam prosesrpgesaan perkara
pidana yang dilakukan oleh Kepolisian selaku Pekyidn pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusish dUndang-undang
(Bab 1) Pasal 1 angka 1 KUHAP. Selanjutnya, hakgeatyidikan dimulai
sejak diketahui adanya sangkaan bahwa seseoraaty etlakukan suatu

tindak pidan&?

Sebagai salah satu tahapan penting dalam HukumaABatana,
penyidikan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukueara Pidana atau
KUHAP. Di dalam KUHAP tahapan penyidikan diatur pdéiab X1V bagian

kedua yaitu dimulai dari Pasal 106 sampai dengén 13

22| jlik Mulyadi, 2006, Hukum Acara Pidana Normafffeoritis, Praktik dan Permasalahannya,
Bandung: PT Grafika, hal 42

XXXVii



Dalam KUHAP Pasal 1 butir 2 KUHAP memberi definisenyidikan

sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan nrehwcara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencadrtes
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuangetindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejd@rgan pengertian
opsporing(Belanda) dannvestigation(Inggris) ataupenyiasataratausiasat
(Malaysia). Dalam bahasa Belanda Penyidikan iniasaengampsporing.
Menurut De Pinto, menyidik berarti “pemeriksaannpelaan oleh pejabat-
pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undaagera setelah mereka
dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekaddadam, bahwa ada

terjadi sesuatu pelanggaran hukdrn”

C.2 Pengertian Penyidik

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republikohasia (POLRI)
atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diwwemwenang khusus oleh
Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasaiit KUHAP).

Penyidik POLRI adalah pejabat Polri tertentu maliendahiPembantu
Letnan Dua(Pelda = Ajun Inspektur Polisi Il / Aipda) yang uifjuk
(diangkat) oleh KAPOLRI. Jadi tidak setiap anggB@lri dengan pangkat
paling rendah Pelda (Aipda) boleh bertindak sel®anyidik, melainkan

terbatas hanya pejabat Polri yang diangkat/diturgléh KAPOLRI (atau

2 Andi Hamzah, 2001, Hukum Acara Pidana Indonekikarta : Sinar Grafika, hal 118.
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pejabat lain yang mendapat pelimpahan wewenang HKAPO untuk
menjabat selaku Penyidik POLRI.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah PNS tertenaling rendah
berpangkat golongan IlI/b yang diangkat oleh Meniehakiman atau usul
dari Departemen yang membawahi PNS yang bersangkuta

Penyidik Pembantu adalah pejabat tertentu palimglate berpangkat
Sersan Dua (Brigadir 1) dan PNS tertentu di linggan POLRI paling
rendah berpangkat golongan ll/a yang diangkat seRényidik Pembantu

oleh KAPOLRI.

C.3 Wewenang Penyidik
Setiap penyidik memiliki wewenang melakukan perkadi yang
berbeda. Berikut ini pembagian wewenang penyidik :
C.3.1 Wewenang Penyidik Polri
Penyidik POLRI karena kewajibannya memiliki wewegfdn
,Sebagai berikut:
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tgntan
adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat ieejad
perkara (TKP);
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeris#at

pengenal diri tersangka;

2 HMA. Kuffal ,2005, Penerapan KUHAP dalam PraktikkdmMalang: Penerbitan Universitas
Muhamadiyah Malang: hal 49
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4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, da
penyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaart;sura

5. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; Memahggi
orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersaatgu
saksi;

6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

7. Mengadakan penghentian penyidikan; dan

8. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begiamng

jawab (Pasal 7 ayat (1) KUHAP).

C.3.2 Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Penyidik PNS mempunyai wewenang sesuai dengan UWig ya
menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalamkgaiaan
tugasnya berada di bawah kooordinasi dan pengawasayidik
Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Beberapa contoh atlap
dikemukakan mengenai wewenang Penyidik PNS adathlagsi

berikut :

a. Di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, PenyidikNS
mempunyai wewenang antara lain :
1. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidandadidpi
perpajakan
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2. Melakukan penelitian terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dll,
sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun

1983 BAB IX pasal 44.

C.3.3 Wewenang Penyidik Pembantu
Penyidik pembantu memiliki wewenang yang sama denga
Penyidik (POLRI), kecuali mengenai penahanan yangjibw
diberikan dengan pelimpahan wewenang dari PenyBaésal 11

KUHAP)®,

C.4 Sasaran atau Target Penyidikan

Sesuai dengan perumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, makaran dan
target penyidikan adalah mengupayakan Pembukéatang tindak pidana
yang terjadi agar tindak pidananya menjadi teraiag gelas dan sekaligus
menemukan tersangka atau pelakunya. Yang dimaksogad pembuktian
adalahupaya menyajikan atau mengajukan alat-alat buktigyaah dan
barang bukti atau benda sitaan didepan sidang deaga untuk
membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan dakataan penuntut

umum. Yang dimaksud dengan alat bukti adahtiputi alat bukti yang sah

% |bid , hal 52
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(Pasal 184 KUHAP) dan benda sitaan atau barang Palgal 129 jo 181

KUHAP.?®

BAB I11

METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN
Dalam penelitian ini, untuk mempermudah serta niemma permasalahan

yang akan dibahas, maka penulis menggunakan meteddekatan Yuridis

28 |bid, hal 54
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Sosiologis. Pada metode pendekatan Yuridis Sos®olbgkum dikonsepkan
sebagai pranata sosial yang dikaitkan dengan \&siatsiabel sosial yang laffi.
Penelitian dimulai dari pembahasan secara yuraiigjyya menganalisa dasar
hukum atau peraturan perundang-undangan yang ttetkagan permasalahan,
yaitu Pasal 50 Undang-undang No 41 Tahun 1999rgrk@&hutanan kemudian
melakukan pendekatan secara sosiologis yang aréidgah melihat kendala dan

upaya penyidik Polri dalam menangani tindak piddegal logging

B. ALASAN LOKASI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor BlitaPemilihan lokasi

penelitian yang berada di Kota Blitar dilatar belagi dengan maraknya kasus
illegal logging yang terjadi, dari tahun ke tahun kasdlegyal logging yang terjadi
di Kabupaten Blitar meningkat. Ditambah dengan &agang terjadi di bulan
Agustus ini berbeda dari kasillegal logging yang pernah ditangani oleh Polres
Blitar. Pada kasus yang terjadi bulan Agustus 2@iiBak Polisi Resor Blitar
mengakui bahwa kasus ini berbeda dari kasus yangalpeada di Kabupaten
Blitar. Hal ini yang menjadi dasar penelitian baginulis di Polres Blitar. Pada
kasus ini pihak penyidik mengalami kendala yanghlebmit jika dibandingkan

dengan keempat kasus yang lainnya.

C. JENISDAN SUMBER DATA

C.1 Jenis Data

27 Amirudin dan Zainal Asikin,200Bengantar Metode Penelitian Hukudakarta: PT Raja Grafindo
Persada. Hal 33
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Jenis data yang digunakan dalam ini berkaitan depgamasalahan yang akan
dikaji yang terdiri dari:
C.1.1 Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsdisgnati, dan
dicatat untuk pertama kalin§fa Data primer pada penelitian ini yaitu
data-data mengenai kendala-kendala yang di hagepgidik Polri dalam
proses penyidikan serta upaya-upaya yang dilakplkaidik Polri dalam
menyelesaikan kendala yang dihadapi.. Data-data gemam proses
penanganan kasuBegal logging yang dilakukan oleh pihak Perhutani
Kabupaten Blitar yang kemudian ditindaklanjuti oleknyidik Polres

Blitar.

C.1.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh sédata langsung
dari obyekny#’. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu datéissiia di
Polres Blitar mengenai kasus illegal logging, berkarkas yang berkaitan
dengan kasus yang berkaitan dengan kdkgal logging serta kajian
studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahag giangkat yaitu
berkaitan dengan pasal 50 Undang-undang No 41 TabB@@ Tentang
Kehutanan. Data tersebut berupa Undang-undang lyari@itan dengan

Permasalahan ini misalnya Undang-undang No 32 T&@@9 tentang

% Hari wijaya M dan Trinton P, 200®edoman Penulisan Proposal dan Skripg&gyakarta: Oryza,
hal 38

% M.Syamsudin, 200Qperasionalisasi Penelitian Hukundakarta, Rajawali Pers, hal 99.
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Kiimdang-undang
Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Ridaerta
literatur-literatur yang berhubungan dengan Pehgidliillegal logging
dan peraturan-peraturan yang relevan dengan pdahasayang dibahas.
C.2 Sumber Data

C.2.1 Data Primer

Peneliti dalam melakukan upaya pengumpulan dataradangsung
dengan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebelumg@ berkaitan
dengan kasus yang diangkat oleh peneliti. Pihaklpiterkait tersebut
antara lain yaitu anggota Polres Blitar terutamaykk Polri di dalam
Kanit Idik IV yang menangani kasus Tipiter di Pslr€abupaten Blitar
yang berkaitan dengan kaslisgal logging
C.2.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal atau di perolehlddran bacaan yang
berkaitan dengan permasalahan diperoleh melaldi ptistaka buku-buku
di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Mal&ugat Dokumentasi
Imu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Braayi@a, kamus
hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yaeguai dengan

permasalahan yang dikaji oleh penulis.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam femeini yaitu data

primer melalui teknik penelitian wawancara kepadzalp Kepolisian dalam
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penelitian ini yaitu penyidik Polres Kabupaten &lityang terlibat secara
langsung dengan kasus yang diangkat dalam peneiitia Sedangkan data
sekunder dikumpulkan dengan penelusuran kepustatexadap literatur-
literatur yang kemudian data yang ada dalam lilergang berkaitan dengan
permasalahan yang diangkat dalam penelitian inatdic difotocopy, dan

kemudian diolah menjadi suatu pembahasan.

E. POPULASI DAN SAMPEL
E.1 Populasi
Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh indiatdu seluruh gejala atau
seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan dit8liDalam penelitian ini

populasi yang akan diteliti adalah Aparat Polrebufmten Blitar.

E.2 Sampel
Sampel yaitu suatu bagian yang representatif éariah populast Sample
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Reskrinit UV yang menangani

kasus lllegal Logging dengan respondennya yaitu Kanit IV dan 3 orang

anggotanya, total jumlahnya 4 orang.

F. TEKNIK ANALISA DATA PENELITIAN

30 Ali Zainudin, 2009, Metode penelitian hukum, deil: Sinar Grafika, hal 98
* Ibid, hal 98
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Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitiaryaitu deskriftif
Kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriftif kualitayaitu dengan memberikan
data yang seteliti mungkin, menggambarkan, memapadlan menganalis tentang
kendala—kendala yang dihadapi penyidik Polri daayapupaya yang dilakukan
untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalamuke<alimat yang teratur,
runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektihsgyga memudahkan pemahaman

dan interprestasi data.

G. DEFINISI OPERASIONAL

G.1 lllegal Logging

Yang dimaksud dengaltiegal logging dalam penulisan skripsi ini adalah
pembalakan atau pengambilan kayu (hasil Hutan) ateriglak memiliki surat-
surat hasil hutan yang sah atau secara liar. lllegging dalam penelitian ini

adalah pembalakan kayu.

G.2 Penyidik Polri

Yang dimaksud dengan Penyidik Polri dalam penulisliaipsi ini adalah
pejabat Kepolisian yang memiliki pangkat palingda&m Pembantu Letnan Dua
yang diangkat oleh Kapolri. Adapun penyidik polal@in penelitian ini adalah

Kanit Idik IV dan anggotanya di Polres Blitar yangenangani kasuglegal

logging

G.3 Hutan
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Yang dimaksud dengan Hutan dalam penulisan skrpsadalah suatu
kesatuan ekosistem yang berisi sumber daya alam gadominasi pepohonan
dalam persekutuan alam lingkungannya tidak dapaisatikan. Adapun hutan
dalam penelitian ini adalah hutan lindung milik iReéani di desa Plumbangan
Kecamatan Ndoko, di wilayah Resor Pemangku HutaRH)R Tembarang,

Kabupaten Blitar.

G.4 Kendala
Yang dimaksud dengan kendala dalam penulisan skiips adalah
hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik datenangani suatu perkara,

baik kendala secara yuridis maupun kendala nomliguri

G.5 Penyidikan

Yang dimaksud dengan Penyidikan dalam penulisaipsskini adalah
proses pencarian barang bukti untuk memperkuat dddemar adanya kejahatan
atau tindak pidana yang terjadi. Di dalam proseygyigéan ini, dilakukan oleh

penyidik Polri dalam kasus tindak pidategal logging.

G.6 Perhutani
Yang dimaksud dengan Perhutani dalam penulisarpsskini adalah

lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pengelataasalah kehutanan.
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Perhutani dalam skripsi ini adalah Perhutani diadB®sumbangan kecamatan

Ndoko, Kabupaten Blitar.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A.1 Gambaran Umum tentang Polres Blitar

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah JamwaiifResor Blitar
yang dikenal dengan Polres Blitar mempunyai daehatkum wilayah
Kabupaten Blitar. Kepolisian Resor Blitar didirikggada tahun 1945, yang
waktu itu dipimpin oleh Inspektur Polisi TingkatSlerap. Beliau memimpin
jajaran Kepolisian Blitar dari tahun 1945 sampa&@ Pergantian pemimpin di

Polres Blitar dari tahun 1945 hingga 2010 sudahaoayeai 28 kali. Adapun

xlix



nama-nama Pejabat Kapolres Blitar periode 1945 aaf&{ji10 adalah sebagai

berikut :32

1. Serap

2. R. Sadikoen

3. R. Ahmad

4. R. Soegianto

5. R. Soeprapto

6. R. Soemarno

7. A.Badan

8. Soeradji HS

9. Soemadi

10.Drs. Harsono
11.Soemardiyono
12. Ml Iskandar
13.Drs. Eddy Sutjipto
14.Drs. M. Didit S
15.Drs. Agus Samad
16. Arya Wiryawan
17.Drs. RS Hariyanto
18.Drs. Edward R
19.Drs. Djoko Trisno

20.Drs. Sulistyo Ishak, S.H

IPTK |
Kompol
IPTK |
IPTK |
AKP
AKP
AKBP
AKBP
Mayor Pol
Mayor Pol
Letkol Pol
Letkol Pol
Letkol Pol
Letkol Pol
Letkol Pol
Letkol Pol
Letkol Pol
Letkol Pol
Letkol Pol

Letkol Pol

1945-1948

1948-1950

1950-1953

1953-1955

1955-1958

1958-1964

1964-1968

1968-1871

1971-1974

1974-1977

1977-1981

1981-1983

1983-1986

1986-1989

1989-1991

1991-1991

1991-1992

1992-1995

1995-1997

1997-1999

%2 Disimpulkan dari wawancara dengan Ipda Achmad k¥adia tanggal 23 November 2010



21.Drs. Anang Iskandar, S.H  Letkol Pol 1999-2000

22.Drs. Gatot Subiaktoro AKBP 2000-2002
23.Drs. Heru Winarko AKBP 2002-2003

24.Drs. Suko Rahardjo AKBP 2003-2005
25.Drs. Gatot Eddy P.Msi AKBP 2005-2006
26.Drs. Komarul Zaman, S.H AKBP 2006-2007
27.Drs. Putu Jayan D.P, Msi AKBP 2007-2009
28.Drs. Wahyono AKBP 2009-20....

Pada tahun 2007 Polres Blitar dibagi menjadi diiayah hukum yaitu
Polres Kota Blitar dan Polres Blitar. Wilayah hukufolres Kota
(Polresta)Blitar meliputi daerah administratif Kdiitar sedangkan wilayah
hukum Polres Blitar meliputi daerah Kabupaten Blit&eiring dengan
perubahan tersebut maka kantor Kepolisian ResdarBberpindah dari Jalan

Panglima Sudirman Kota Blitar ke Jalan Raya Taloi8® Kabupaten Blitar.

Polres dipimpin oleh seorang Kapolres yang merapagimpinan
tertinggi Polres yang berada di bawah Kapolda. Kepdertugas memimpin,
membina, dan mengawasi serta mengendalikan sataams organisasi di
lingkungan Polres serta memberikan saran, pertiggrardan melaksanakan
tugas lain sesuai perintah Kapolda. Kapolres diba¢h Wakapolres yang
bertugas membantu kapolres dalam melaksanakan nigasengan



mengendalikan tugas-tugas yang dilaksanakan olelarsarganisasi dalam
jajaran Polres dan dalam batas kewenangan dapainmpenpolres dalam hal

Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugasdauai perintah Kapolres.

Polres Blitar yang beralamat di Jalan Raya Talar8& ini memiliki

kurang lebih 450 personil, yang di bagi dalam bapaiagian sesuai tugasnya

1. Bagian Oprasional
2. Bagian Binamitra
3. Bagian Administrasi
4. Bagian Logistik

5. Tata Urusan Dalam
6. Sentra Pelayanan Kepolisian
7. Unit P3D

8. Ur. Telematika

9. Bensatker

10. Sat Intelkam
11.Sat Reskrim

12.Sat Reskoba

13. Sat Samapta

14. Sat Lantas

15. Staf Ur Dokkes



Selain itu, Polres Blitar membawahi 22 Kepolisi&ektor yang

didukung oleh 562 personil, yang dibagi sebagakber

1. Polsek Talun

2. Polsek Garum

3. Polsek Sanankulon
4. Polsek Nglegok

5. Polsek WIingi

6. Polsek Kasemben

7. Polsek Kaniogoro

8. Polsek Doko

9. Polsek Binangun

10. Polsek Gandusari
11.Polsek Wates
12.Polsek Panggungrejo
13.Polsek Lotim
14.Polsek Selorejo

15. Polsek Bakung

16. Polsek Wonodadi
17.Polsek Wonotirto

18. Polsek Lodoyo Barat
19.Polsek Lodoyo Timur

20.Polsek Srengat

: 25 Personil

: 24 Personil

: 25 Personil

: 23 Personil

: 40 Personil

: 25 Personil

: 23 Personil

: 25 Personil

: 20 Personil

: 28 Personil

: 20 Personil

: 20 Personil

: 22 Personil

: 25 Personil

: 20 Personil

: 23 Personil

: 20 Personil

: 24 Personil

: 25 Personil

: 45 Personil



21.Polsek Ponggok

22.Polsek Udan Awu

: 35 Personil

: 25 Personil

Jadi, hingga saat ini Polres Blitar dan 22 KepatisSektor dari Polres

Blitar didukung oleh kurang lebih 962 personil jpolr

A.2 Struktur Organisasi Polres Blitar

Adapun struktur organisasi Polres Blitar sesuangan Peraturan

Kapolri no 23 Tahun 2010, yang di tetapkan padggah30 September 2010

dijelaskan melalui Bagan 1 sebagai berikut :

Bagan |

STRUKTUR ORGANISASI POLRES BLITAR

KAPOLRES BLITAR

SIWAS

WAKAPOLRES
BLITAR
| | |
SIPROPAM SIKEU SIUM
| | |
BAGOPS BAGREN BAGSUMDA
I I
| [ |
| SUBBAGHUMAS | | SUBBAGPROGAR | | SUBBAGDALGAR |

SUBBAGBINOF

| SUBBAGPERS |

| SUBBAGSARPRAS |

| SUBBAGKUM |

SUBBAGPERS

SAINTELKAM

SATRESKRIM

SATRESNARKOBA

SATBINMAS

| SATSABHARA |

| SATLANTAS |

| SATPAMOBYIT |

| SATPOLJAR |

SATTAHTI

SITIPOL
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POLSEK II

(Sumber : Polres Blitar, 2010)

Dalam melaksanakan tugas, Polres Blitar menygkadgian fungsi
sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada warga yangbotehkan,
dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporapatgaduan dan
permintaan bantuan / pertolongan, pelayanan peagadias tindakan
anggota Polres Blitar dan pelayanan surat-sunatafau keterangan,
sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijggag berlaku
dalam organisasi Polres Blitar.

2. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termdauaksi identifikasi
dan fungsi laboratorium forensic lapangan dalamgkanpenegakan
hukum.

3. Lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan patugan, penjagaan,
pengawalan dan patrol lalu lintas termasuk peniadadelanggaran dan
penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrdan identifikasi
kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukunpe@binaan

keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
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4. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan maediat dan
pembinaan atau pengembangan bentuk-bentuk pengansarakarsa
dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatayaraksat terhadap
hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnyan pssrta
masyarakat dalam pembinaan keamanan dan keted#daterjalinnya
hubungan Polres Blitar dengan masyarakat yang lsiindoagi
pelaksanaan Kepolisian.

5. Melaksanakan keamanan, termasuk persandian, bh#&gae bagian
dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagain batasukan
penyusunan rencana kegiatan operasional Polresr Blélam rangka
pencegahan gangguan pemeliharaan keamanan dalam neg

6. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peratupamundang-
undangan dan atau peraturan pelaksanaanya termasiaganan
kepentingan warga masyarakat yang untuk sementatzelusn

ditanggani oleh instansi dan atau pihak yang beawgn
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A.2.1 Struktur Organisasi Satuan Reserse Krinfhuddes Blitar

Bagan Il

Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Pd@tisr

KASAT RESKRIM

KBO RESKRIM KAUR MINTU
PAUR IDENTIFIKASI BANUM
KANIT IDIK 1/ KANIT IDIK I KANIT IDIK 11l KANIT IDIK IV KANIT IDIK V
(PIDUM) (PIDEK) (TIPOKOR) (TIPITER) (JUDISILA)

KANIT PPA
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(sumber data sekunder : Polres Blitar, 2010)

Reserse Polres Blitar dipimpin oleh seorang Ke@déuan Reserse

Kriminal, yang selanjutnya disingkat Kasat Reskroih,mana tugas seorang

Kasat Reskrim adalah memimpin,

mengkoordinir sgkali mengawasi

pelaksanaan tugas personil bawahannya serta bguiagigwab atas

pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres Blitar, damdaelaksanaan tugasnya

dikoordinasikan oleh Waka Polres Blitar. Tugas aegrKasat Reskrim dapat

diperinci sebagai berikut :

1. Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse Kriminaljubas :
a. Memberikan bimbingan tekhnis atas pelaksanaan furRgskrim
dan identifikasi ditingkat Polsekta.
b. Menyelenggarakan fungsi Reskrim, vyaitu kegiatan ragp
kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikndak

pidana baik kejahatan umum, kejahatan ekonomi, hiaéga

pemalsuan uang, pemalsuan surat berharga dan dokume

kejahatan tindak pidana tertentu dan tindak pidamapsi.
c. Melaksanakan administrasi operasional termasuk pepglan,

pengelolaan dan pengajian data/informasi yang beds dengan

aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsinya termasuk

penyelenggaraan pusat informasi criminal.

d. Selaku pelaksana fungsi Reskrim Kepolisian ResibaiBI
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1) Memimpin, menyelenggarakan/usaha tindakan sesuai
komando dan kendali Kapolres Blitar.
2) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada
Kapolres Blitar.
3) Memelihara hubungan integratif fungsional dengapake
pelaksanaan operasional serta satuan fungsi lainnya
e. Selaku pimpinan Satuan Reskrim :

1) Memberikan perintah, petunjuk teknis dan bentuk
bimbingan lainya kepada personil bawahannya.

2) Mengkoordinasikan kegiatan personil bawahannya.

3) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.

4) Memelihara pencatatan dan penyimpanan dokumen-
dokumen tentang pelaksanaan tugas terutama dokumen
penyidikan.

f. Kasat Reskrim bertanggung jawab atas pelaksanagas tu
kewajibannya kepada Kapolres Blitar, dan dalamksalaaan tugas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres Blitar.

Kasat Reskrim membawahi empat pembantu pimpinaand

pelaksanaan staf pada satuan Reserse Polres \&litarKBO Reskrim, Kaur

Mintu, Paur ldentifikasi dan Banum. Staf pelaksateana dalam Sat Reskrim

Polres Blitar adalah Kanit Idik beserta Unit ldikanit Idik adalah Kepala Unit

bagian pelaksana utama fungsi penyidikan yang g@stmelaksanakan secara
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bulat fungsi penyidikan sampai suatu perkara yamanggani, diselesaikan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Polres Bhigmiliki enam pelaksana

utama fungsi penyidikan yang disebut sebagai Kdiki yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kanit Idik 1 / PIDUM adalah Kepala Unit Sidik | pg bertugas
mengkoordinasi, memerintah, sekaligus melaksangkamyelidikan
dan penyidikan terhadap kasus pidana umum.

Kanit Idik 1l / PIDEK adalah Kepala Unit Sidik Ilang bertugas
mengkoordinasi, memerintah, sekaligus melaksangkamyelidikan
dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana ekanomi

Kanit Idik 111 / TIPIKOR adalah Kepala Unit Sidikllyang bertugas
mengkoordinasi, memerintah, sekaligus melaksangkamyelidikan
dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi

Kanit idik IV / TIPITER adalah Kepala Unit Sidik I\yang bertugas
mengkoordinasi, memerintah, sekaligus melaksangkamyelidikan
dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana tertent

Kanit idik V / JUDISILA adalah Kepala Unit Sidik ang bertugas
mengkoordinasi, memerintah, sekaligus melaksangkamyelidikan
dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana judiagasila.

Kanit PPA adalah Kepala Unit Sidik yang bertugashghkeordinasi,
memerintah, sekaligus melaksanakan penyelidikan panyidikan

terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak.



A.3 Visi dan Misi Polres Blitar

Dalam menjalankan tugasnya, Polres Blitar mempuwviga dan misi,

yaitu sebagai berikut :

a) Visi

Mewujudkan Postur Polri yang professional, beahodan

modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan arsest yang

terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakidaum di

Kabupaten Blitar.

b) Misi

1.

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayasears
mudah, tanggap/responsive dan tidak diskriminatdara
masyarakat yang berada di Kabupaten Blitar bebassdgala
bentuk gangguan baik fisik maupun psikis.

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat js&gan
waktu diseluruh wilayah Kabupaten Blitar.

Mencegah dan menanggulangi semua bentuk tindakngida
terutama yang meresahkan masyarakat.

Menegakkan hukum secara proposional, obyektif,spraran
dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum deaa ra
keadilan.

Memelihara Kamtibcar Lantas untuk menjamin kesetamdan
kelancaran gerak pindah orang daarang menuju dan dari

Kabupaten Blitar.
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B. KENDALA PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI HUTAN MILIK
PERHUTANI KABUPATEN BLITAR.

Kasusillegal logging marak sekali terjadi di Indonesia ini. Baik di
kawasan hutan yang produksi maupun di kawasan at@servasi dan hutan
lindung. Berbagai jenis kayu menjadi sasaran paakp illegal logging
seperti kayu jati, senggon dan mahoni. Kayu-kaysetaut memiliki nilai jual
yang tinggi dan tidak sedikit orang yang mengingimkya meskipun harga
kayu-kayu tersebut sangat mahal. Dari faktor filal yang tinggi itulah kasus
illegal loggingbanyak terjadi di hutan-hutan yang ada di Indonesia

lllegal logging di atur dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan. Berkaitan dengan pencurian @ngangkutan kayu dan
menebang kayu yang tidak di sertai dengan surat&sgan sahnya hasil hutan
diatur dalam pasal 50. Segala bentuk pencurian kang tidak disertai
dengan surat yang sah, dapat dikatakan sebaga Keegyal logging baik di
hutan produksi maupun di kawasan hutan konservasi.

Kabupaten Blitar memiliki hutan yang luas dan tesuka hutan
produksi. Memang tidak terlalu banyak hutan yang dd Kabupaten Blitar
jika di bandingkan dengan di daerah lain, akamptétejahatarillegal logging
di Kabupaten Blitar dalam 2 tahun ini meningkatd#®&hun 2009 terjadi 4
kasusillegal logging yang terjadi sedangkan pada tahun 2010 meningkat

menjadi 5 kasu#legal loggingyang ditangani oleh Polres Blitar.
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Berikut ini kasusdllegal loggingyang terjadi di Kabupaten Blitar pada

2 tahun terakhir yang ditangani oleh Polres Blitar

Tabel 4.1

Tabel Kasus Kejahataltegal logging

Yang terjadi di Kabupaten Blitar tahun 2009-2010

No. Tahun Bulan Jenis Kayu Status Kasus
1. 2009 February Jati Terselesaikan
2. 2009 April Mahoni Terselesaikan
3. 2009 Juli Mahoni Terselesaikan
4. 2009 Oktober Jati Terselesaikan
5. 2010 Januari Jati Terselesaikan
6. 2010 Maret Mahoni Terselesaikan
7. 2010 April Jati Terselesaikan
8. 2010 Juni Mahoni Terselesaikan
9. 2010 Agustus Mahoni Dalam Proses
Penyidikan

Sumber : data sekunder, data diambil dari Polr#arBanggal 23 November 2010

Dari kedelapan kasus diatas, ada satu kasus yasi tadap proses
penyidikan. Dalam mengungkap kaslisgal logging pihak penyidik Polri
selalu mendapatkan kendala-kendala dalam prosgsdpemnya. Akan tetapi
setiap kasudlegal logging kendala yang muncul berbeda-beda, ada kendala

yang dapat dikatakan ringan dan ada pula yang disfstkan berat. Sebagian
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besar kasus tindak pidainkegal loggingyang terjadi di Indonesia tidak lepas
dari faktor-faktor yang mendukung. Para peldlagal loggingmemanfaatkan
faktor-faktor tersebut dengan maksimal dan efisehingga mereka dengan
mudah melakukan kejahatan pembalakan liar. Faking ylimanfaatkan oleh
para pelaku salah satunya yaitu faktor masyarad@g yinggal di sekitar hutan.
Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarak&rskydtan yang dapat
dikatakan termasuk masyarakat yang ekonominya heatiu miskin. Hal ini
sangat sering terjadi di dalam kadiegal logging.

Pada kasuslegal loggingyang terjadi di Desa Plumbangan kecamatan
Ndoko, Resor Pemangku Hutan (RPH) Tembarang KabnpBtitar, para
pelaku illegal logging ini melakukan penebangan kayu secara illegal pada
hutan milik Perhutani yang belum waktunya untuleloi#ing. Tentunya pelaku
tersebut tidak memiliki surat-surat atau dokumekudoen yang sah atas kayu
yang dicurinya. Hampir setiap kasulkegal logging yang ditangani pihak
Kepolisian selalu ada kendala yang dihadapi dalemsgs penyidikan. Pada
kasus di Blitar ini pihak penyidik Polri mendapatkeendala yang cukup berat.
Kendala yang dihadapi sedikit berbeda dengan kilegal logging yang ada
di Kabupaten Blitar yang ditangani oleh Polres @lit Kendala-kendala
tersebut, diantaranya :

1. Barang bukti yang sangat sedikit dan Susahnya miaikbn pelaku
utama kasuslegal logging
Dalam kasusllegal logging yang terjadi di hutan milik Perhutani

ini sangat sedikit sekali bukti yang ditemukan. &adaktu terjadi
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pencurian kayu ini, bukti yang ada hanyalah adamsgierapa kayu
hasil curian yang diambil dari hutan milik Permitayang belum
waktunya untuk ditebang. Sangat sulit untuk mergetaadanya
pencurian kayu, karena pada saat bersamaan peeabat memang
ditugaskan oleh pihak Perhutani untuk memotong ldiylutan yang
memang waktunya untuk ditebang. Pelaku penebangiaonptersebut
termasuk dalam pelaku utama. Hal ini diperjelagidich Kitab Udang-
undang Hukum Pidana pasal 55 tentang penyertaamdalelakukan
perbuatan pidana. Pihak Perhutani mendapati junkaju yang
seharusnya diambil tidak sesuai dengan yang seharusMelihat
kejanggalan itu, Perhutani melaporkan kejadiankepada Penyidik
Polres Blitar. Pelaku penebangan pohon tersebuttddpangkap
beberapa waktu setelah adanya laporan dari pihdkutdai. Setelah
dilakukan proses penyidikan terhadap pelaku pemgrakayu yang
seharusnya belum waktunya untuk ditebang, pihak/igénternyata
mendapati bahwa pelaku penebang pohon tersebudlaanyesuruh.
Hasil dari penyelidikan pihak penyidik polri tertzgdkedua pelaku
penebang kayillegal tersebut ditemukan bahwa mereka hanya disuruh
oleh seseorang yang bernama Riyanto melalui tefegfhoNiat untuk
menebang kayu itu bukanlah hasil niat dari pelagnepang tersebut,
akan tetapi adanya dalang dibalik semua itu. Pefsuebang tidak

tahu secara jelas siapa Riyanto, dia kenal denggant® ketika

% Hasil wawancara dengan Ipda Achmad Hudi (Kank Idi Polres Blitar) pada tanggal 23 november
2010
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mereka sedang makan bersama di warung secara legbd®ari situlah
mereka saling kenal, ngobrol-ngobrol dan sampatuker nomor
telephone. Dengan adanya bukti yang sedikit inalipenyidik Polri
mengalami kesulitan untuk menyeret dan membuktdediwa memang
benar Riyanto lah yang menyuruh para pelaku pemgharsebut
melakukan penebangan dan pemungutan kayu di huli&Parhutani.

Dan dengan hanya ditemukannya pelaku penebaaghdasus
ini, sangatlah kurang untuk memproses kasus intsgelaku utama
belum diketahui secara jelas. Dari kasus ini, Riydranya menyuruh
para pelaku penebang melalui telephone tanpa bedenara langsung.
Pihak penyidik mengalami kesulitan untuk membuktik@ahwa
memang benar Riyanto lah yang menyuruh para pgekabang untuk
menebang kayu di kawasan hutan yang seharusnyan bgdktunya
untuk ditebang. Sebab, adanya kemungkinan bahwa pataku
penebang melakukan kebohongan dengan mengkambiagikian
seseorang.

Penyidik Polri kesulitan dalam membuktikan kebend@sus yang
terjadi. Hal ini dikarenakan interaksi yang terjaditara pelaku utama
dengan pelaku penebang hanyalah lewat telephonaoNtelephone
yang digunakan riyanto untuk menyuruh para peladmepang tidak
muncul atau di hidden (privet number), dan juga kleterangan pelaku
penebang bahwa Riyanto sering berganti-ganti nometephone.

Dengan keterangan yang sangat sedikit dan belas jebenarannya
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membuat penyidik mengalami kesulitan untuk mengapdtasus yang
terjadi.
. Faktor kesulitan untuk membuktikan kayu curian.

Dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidiolri
terhadap kasusllegal logging ini ditemukan barang bukti berupa
batang-batang kayu. Dalam setiap proses penyidikamtuk
mendapatkan keabsahan maka barang bukti yang digamharuslah
valid. Pembuktian terhadap barang bukti kayu tersedilakukan
dengan dua cara, yaitu :

a. Dengan melakukan cek tunggak kayu

Dimana yang dimaksud dengan cek tunggak kayu yaitu
barang bukti kayu tersebut haruslah ditemukan bederi
mana atau biasa disebut dengan lokasi (TKP). Pihak
penyidik mengalami kendala pada saat akan menemtuka
dimana lokasi penebangan kayu tersebut. Dikarenakan
hutan yang menjadi tempat pencurian kallegal sangat
luas dan jalan atau area hutan tersebut termadahk gang
sulit untuk dilalui. Dengan peralatan yang sediddn
terhitung minim membuat proses pencarian akar ldau
hasil tebangan menjadi susah dan memakan waktu yang
cukup lama.

b. Dengan melakukan cek balak kayu
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Yang dimaksud dengan cek balak kayu yaitu dimamnangga
bukti kayu tersebut haruslah ditemukan akarnyaukunt
memeriksa sama atau tidaknya antara kayu hasiarcuri
tersebut dengan akarriyaBegitu banyak pohon didalam
hutan milik perhutani kabupaten Blitar membuat paiky
mengalami kesusahan untuk menentukan posisi akay ya
mana yang pas dengan barang bukti, dan juga p&nyidi
tidak mungkin membawa barang bukti kayu tersebut ke
TKP untuk mencocokkan dengan akarnya. Hal ini teuka
dalam kendala penyidik Polri dalam menentukan aleair

hasil kayu curian tersebut.

3. Faktor kesulitan dalam mengangkat barang buktildeaisi (TKP).

Barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perlsangatlah
banyak dan besar. Hal ini tentunya membuat pihakigdék mengalami
kesulitan untuk mengangkat barang bukti untuk drgtaa atau ditaruh
ditempat penampungan barang bukti. Dengan kondési hutan yang
cukup sulit ditambah peralatan untuk mengangkutggag sangat
minim sekali menambah kendala penyidik untuk meglan barang
bukti yang ditemukan.

4. Faktor sarana dan prasarana.

34 Hasil wawancara dengan Aidpa Hari Setyolesmon@g@ata Kanit Idik IV Polres Blitar) pada
tanggal 23 november 2010
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Kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatapepsmasan
illegal logging melalui operasi merupakan faktomgamenentukan
keberhasilan pihak penyidik dalam proses penyidikantuk
mengungkap kasus tersebut. Sementara keterbatemamas dan
prasarana akan berdampak pada optimalisasi peksgrenyidikan.
Berdasarkan realita yang ada di lapangan, terdamakendala obyektif
yang dihadapi penyidik Polri Kabupaten Blitar tetkdengan sarana
dan prasarana, yaitu :

a. Minimnya sarana dan prasarana yang mendukung proses
penyidikan, seperti tidak adanya alat berat dah aigkut
untuk mengangkut dan menyimpan barang bukti d&edo

penemuan atau penyitaan ke tempat penampungan.

b. Tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk
kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operssi
tindakan upaya paksa, pengangkutan sampai pengamana
dan perhitungan barang bukti yang membutuhkan biaya
cukup tinggi.

Realita keterbatasan sarana dan prasarana yandgilkdipanyidik
Polri di Kabupaten Blitar mengakibatkan proses pkgn mengenai
kasus illegal logging tidak dapat berjalan cepat efesien.

5. Faktor Masyarakat
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Faktor masyarakat yang tinggal di desa ndoko d&itasehutan
milik Perhutani di Kabupaten Blitar, mayoritas lmadalam kondisi
ekonomi yang termasuk dalam kelompok miskin jugahjadd salah
satu kendala yang di had&piKeterbatasan akses, rendahnya tingkat
pendidikan dan minimnya lapangan pekerjaan berdampada
kesejahteraan masyarakat disekitar hutan milik iRari. Realitas ini
dimanfaatkan para pelaku dan pemilik modal melaghaktek illegal
logging. Pelaku kejahatan memanfaatkan ekonomi anakgt, dengan
membagi uang kepada masyarakat merupakan salahtrdatdari
pelaku.

Masyarakat yg kurang pendidikannya, tidak tahu rnenakan
kejadian yang sebenarnya merugikan mereka jugaihdah dan
kepintaran para pelaku ini menyulitkan penyidikagialmengunggkap
kasus ini. Faktor masyarakat menjadi kendala yamgpir selalu ada di
dalam setiap kasus illegal logging.

Dari kelima kendala yang dihadapi penyidik terlih@hwa dalam
proses penyidikannya pihak penyidik memerlukan deamtdari instansi lain
yang terkait, yaitu pihak Perhutani, pihak Graykbetsel dan Grapari Indosat.
Pihak penyidik tidak dapat dengan cepat menyelasalasusllegal logging
karena faktor sarana dan prasarana juga menjadialernyang dihadapi.
Dengan sarana dan prasarana yang masih minim meénkoma proses

penyidikan kasus ini. Ditambah dengan Faktor madgdrjuga masih menjadi

% Hasil wawancara dengan Briptu Pandu (Anggota Kaititl\V Polres Blitar) pada tanggal 23
november 2010
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kendala dalam kasuglegal logging hal ini disebabkan karena kondisi
ekonomi masyarakat di kawasan sekitar hutan masitieth atau miskin.
Pemenuhan sarana dan prasarana untuk membantya kpesryidik

dalam menyelesaikan kasiukegal logging sangatlah diperlukan. Jika tidak
segara di tambah sarana dan prasarana yang masih &da di Kepolisian
Resor Blitar maka akan susah dan akan terus mekgamtiala dalam proses
penyelidikannya. Selain itu, kerjasama yang baikaran pihak Kepolisian
dengan aparat atau instansi yang terkait harusgégikan agar kasus yang
terjadi dapat di selesaikan dengan cepat dan tgakbutuhkan waktu yang
lama. Apabila semua kekurangan yang ada dapat uhipemaka untuk kasus-
kasusillegal logging yang lainnya tentunya tidak akan menghadapi kendal

yang berarti.

. UPAYA PENYIDIK POLRI DALAM MENYELESAIKAN KENDALA
YANG DIHADAPI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING.

Dalam mengungkap kasuitegal logging yang terjadi di hutan milik
perhutani Kabupaten Blitar, pihak penyidik Polrimgalami beberapa kendala
dalam proses penyidikannya. Seperti yang telahbdikan diatas kendala-
kendala yang dihadapi oleh penyidik polri, maka lppeadanya upaya
penyelsaian kendala-kendala tersebut. Upaya ydalu#an penyidik dalam

menyelesaikan kendala tersebut yaitu :
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1. Upaya dalam menyelesaikan kendala barang bukti kit dan
kendala membuktikan pelaku utama ka#legal logging.

Upaya yang dilakukan penyidik dalam menyelesaikamdila
bukti yang sedikit dan untuk membuktikan bahwa nmegdenar
Riyanto lah yang menjadi otak dari tindak pidana yiaitu dengan
melakukan olah TKP dengan mendalam. Pihak penyidéminta
nomor telephone Riyanto kepada pelaku penebangkiPglenebang
tidak dapat memastikan bahwa benar nomor telepRoy@nto yang
dimilikinya itu benar-benar milik Riyanto, hal idikarenakan Riyanto
sering berganti-ganti nomor telephone. Pihak pekyitencoba untuk
menghubungi nomor-nomor yang didapat dari pelakuepang, akan
tetapi semua nomor tersebut tidak dapat dihubitegnudian penyidik
mencoba untuk mendatangi pihak instansi dari kgaihg dipakai oleh
Riyanto yaitu kartu selular Indosat dan Telkom&anyidik kemudian
mendatangi Gray Telkomsel dan Grapari Indosat umtekicari data
Riyanto. Penyidik meminta print out dan rekamangggan dari nomor
telephone Riyanto.

Dalam proses meminta print out dan rekaman pangdiai kartu
telephone selular yang dimiliki Riyanto, penyidilendapatkan sedikit
kendala, dimana hasil print out dan rekaman paaggdilephon tidak
dapat selesai dalam jangka waktu 1x24 jam. Halmembuat proses
penyidikan kasuslegal loggingtidak dapat diselesaikan dengan cepat.

Penyidik kehilangan waktu untuk menyelesaikannyeerka prosedur
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untuk meminta print out dan rekaman telephone sasganemerlukan
waktu yang cukup lama. Hal ini sangat berbeda y#ag meminta itu
orang yang memiliki wewenang lebih tinggi sepergedtden. Setelah
menunggu beberapa hari, penyidik barulah memililktibberupa print
out dan rekaman telephone yang didapati dari kadiuler milik

Riyanto.

Print out dan rekaman dari pihak gray Telkomsel @mapari
Indosat belum cukup untuk membuktikan bahwa bengarf® yang
menyuruh pelaku pesuruh untuk menebang dan memuniggu
tersebut. Kemudian penyidik melakukan kerjasamagaenpelaku
penebang. Penyidik menyuruh pelaku penebang unt@ncoba
menghubungi nomor-nomor telephone selular milikeRitp, dan pada
waktu itu kartu milik Riyanto tersebut bisa dihulgunSetelah dapat
tersambung, pelaku penebang yang disuruh penyidikkuku
menghubungi Riyanto menloadspeaker pembicaraan kenean
merekamnya. Pelaku penebang disuruh untuk mer#haasi&a mereka
telah tertangkap dan seolah-olah mereka tidak bersgengan para
penyidik saat ngobrol lewat telephone dengan Ro/adp@ida saat pelaku
pembantu ngobrol dengan Riyanto lewat telephong yhloudspeker,
seluruh anggota penyidik yang terjun dilapangandergarkan semua
percakapan yang terjadi dan merekamnya untuk &gadbarang bukti
untuk melengkapi unsur pidananya. Dengan adanyangabukti

tambahan ini maka cukup sudah untuk menjerat Royat#ngan
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tuduhan melakukan tindak piddAaAwal mulanya Riyanto dipanggil
ke Polres Blitar sebagai saksi kasus tindak pididagal logging
kemudian penyidik menjebak Riyanto dan menunjuliakti rekaman
tersebut kepadanya yang akhirnya menetapkan syatysmg awalnya
saksi menjadi tersangka. Setelah itu barulah péayidapat
menyelesaikan kasugllegal logging yang terjadi di hutan milik
perhutani Kabupaten Blitar. Jika dibandingkan dengasusillegal
logging yang lainnya yang juga ditangani oleh penyidikr&oIBlitar,
kasusillegal loggingini yang memiliki kendala lebih banyak dan lebih
sulit. Jika pada kasudlegal logging lainnya, pelaku bisa langsung
ditangkap karena berada dalam TKP atau pelaku edaina dengan
barang bukti, sedangkan dalam kasus ini pelaku aitéslak berada di
TKP dan tidak ada bersama barang bukti. Oleh sdiakasus ini
sedikit berbeda dengan kasillsgal logging yang lainnya yang juga
ditangani oleh penyidik di Polres Blitar.
2. Upaya dalam menyelesaikan kendala membuktikan &asian

Upaya Penyidik dalam membuktikan cek tunggak kawituy
dengan menggunakan peralatan yang minim berusatok umencari
lokasi penebangan dan pemungutan kayu tersebugiddtemelakukan
kerjasama dengan pihak Perhutani untuk mencari rdimekasi
penebangan kayu secara illegal tersebut. Seteldierdgga lama

melakukan pencarian, penyidik bersama beberapaotadeerhutani

% Hasil wawancara dengan Ipda Achmad Hudi (Kank I8 Polres Blitar) pada tanggal 23 november
2010
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mulai menemukan titik terang. Pencarian mereka mekan hasil,
lokasi penebangan dan pemunggutan kayu tersebuait diiemukan
dengan susah payah karena alat yang digunakan umtrcari
lokasinya sangat minim sekali. Akan tetapi semapgatang menyerah
yang dimiliki penyidik dan beberapa anggota Pehutaembuahkan
hasil.

Dalam membuktikan cek balak kayu yaitu penyidikutésn untuk
memastikan apakah benar kayu curian itu dengannwkar okasi
penebangan kayu illegal telah di temukan, akan pitetantuk
membuktikan bahwa cocok antara kayu curian dengkarnga
memerlukan waktu lagi. Penyidik kesulitan jika remembawa kayu
curian itu kembali ke lokasi kejadian untuk mendd@mnya.
Dikarenakan kesulitan jika harus membawa kembatiusekayu hasil
curian ke tempat penebangannya dengan kondisigpenayang sangat
minim dan area hutan yang kurang mendukung. Téitepisemua itu
tidak dilakukan maka bukti yang ditemukan tidaklphasti. Karena
prosedurnya, haruslah dengan mencocokkan antavaykang di tebang
dengan akarnya.®’” Akan tetapi pihak penyidik mempunyai
penyelesaiannya, yaitu dengan cara menggambanegasketsa denah
kayu atau diameter kayu yang ditebang oleh pelakagykemudian
dibawa ke lokasi dan mencocokkan dengan akarnylanbDpembuatan

sketsa diameter kayu curian tersebut memerlukartumgkng cukup

37 Hasil wawancara dengan Aidpa Hari Setyolesmon@g@ata Kanit Idik IV Polres Blitar) pada
tanggal 23 november 2010
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lama, sebab hampir diameter setiap kayu hasil tebaitu berbeda-
beda. Hal ini yang menghambat kinerja penyidik kntsegera
mengungkapkan kasuBegal logging yang terjadi. Setelah beberapa
hari, barulah proses penggambaran sketsa tersabaasdilakukan dan
dengan segera mungkin penyidik mendatangi lokasindencocokkan
kayu curian tersebut dan hasilnya memang cocok.rtlahenguatkan
bahwa Riyanto dapat dipidana dengan adanya bartddigylang valid.

. Upaya dalam menyelesaikan kedala mengangkat bavaktli dari
Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Dengan peralatan yang sangat minim dan lokasi hyéeng
buruk, penyidik kesulitan untuk mengangkat barangtibke tempat
penampungan. Penyidik berkoordinasi dengan pihahkulani berusaha
mengangkat barang bukti yang ditemukan dengan gierakeadanya.
Dengan bersusah payah penyidik berhasil mengatgkang bukti ke
tempat penampungan.

. Upaya dalam menyelesaikan kendala faktor saranam@aarana.

Faktor sarana dan prasarana menjadi kendala ydalg sela.
Hampir setiap kasus illegal logging yang terjadnd@a sarana dan
prasarana selalu ada. Hal ini dikarenakan memamglap@n yang
dimiliki oleh pihak Kepolisian Blitar belum lengkaatau dapat
dikatakan tidak terlalu banyak. Pihak Kepolisianitdl telah
mengusahakan semaksimal mungkin dan secepat munghtink

menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan kepdcluan
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operasional®®. Upaya tersebut yaitu dengan mengganggarkan biaya
bagi sarana dan prasarana untuk ditambah. Akapitdétdak dapat
terlaksana dengan cepat karena biaya yang dibututak keperluan
dalam lingkup Polres tidak hanya untuk sarana dasgpana akan
tetapi masih ada keperluan yang lain yang dibutahkantuk
mendukung kinerja Polisi. Oleh sebab itu, kebetaasmenambah
sarana dan prasarana tidak dapat dilakukan seepit, @kan tetapi
usaha untuk menambah selalu dilakukan oleh KepaliBlesor Blitar
yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang jeirfeolisi dalam
menumpas tindak pidana yang terjadi.
5. Upaya penyelsaian dari faktor masyarakat
Praktek illegal logging telah memberikan dampalonekni,

ekologi dan sosial yang sangat besar. Pemerintséit puelalui berbagai
instansi yang terkait telah menetapkan upaya peanbs®san dan
penanggulangannya sebagai skala prioritas program.

Secara garis besar penyidik telah melakukan tiggaipendekatan
terhadap masyarakat sekitar hdfayaitu :

a. Pendekatan kesejahteraan yang bersifat preventif
Pendekatan ini dilakukan pemerintah dengan cara
menggalang kekuatan dari masyarakat hutan untublalen

praktek illegal logging. Masyarakat sekitar hutan

% Hasil wawancara dengan Briptu Gery (Anggota Khdik IV Polres Blitar) pada tanggal 23
november 2010

%9 Hasil wawancara dengan Briptu Pandu (Anggota KiaititlV Polres Blitar) pada tanggal 23
november 2010
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merupakan gerbang utama dan lokomotif dari praktek
illegal logging karena faktor kemiskinan dan
ketidakberdayaan. Karena itu kunci keberhasilan
pemberantasan praktekllegal logging terletak pada
bagaimana para pihak mampu meningkatkan kesejahtera
dan kemandirian masyarakat yang hidup dan tinggal d
sekitar kawasan hutan.

Salah satu cara yang dilakukan vyaitu upaya
penekanannya lebih kepada sosial masyarakat, getgan
melakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM). Dengan adanya PHBM ini diharapkan mampu
untuk mengurangi kejahatatiegal logging. Salah satu
wujud PHBM adalah dibentuknya Lembaga Masyarakat
Hutan (LMH).

. Pendekatan yang bersifat represif

Pendekatan ini dalam upaya pemberantasan praktek
illegal logging perlu dilakukan untuk menciptakan
kepastian usaha dan penegakan hukum. Pendekatan
keamanan dilakukan terkait dengan penyimpangan
peraturan-peraturan Undang-undang khususnya panadliir
bidang kehutanan, baik menyangkut perijinan pengdoran
keberadaan dokumen hasil hutan, proses pengangkatan

hingga pemanfaatannya.
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c. Pendekatan secara langsung ke masyarakat

Pendekatan ini yaitu pihak aparat terkait, baik dar
pihak Kepolisian ataupun Perhutani memberikan
penyuluhan atau pengarahan kepada masyarakat yang
tinggal di sekitar hutan tentang buruknylegal logging
Menjelaskan secara jelas tentang dampak yang ditkab
dari illegal logging sangat merugikan Negara yang ujung-
ujungnya akan merugikan juga bagi masyarakat. €dblab
itu usaha yang maksimal dari pemerintah dan instans
terkait untuk memberikan pengetahuan bagi masyaraka
sekitar hutan sangatlah perlu untuk dilakukan yang
tujuannya untuk memberantas dan mencegah tindaa®id
illegal logging.

Melihat upaya yang telah dilakukan penyidik dalarengrelesaikan
kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan kimidana illegal logging
sudah maksimal. Akan tetapi upaya yang dilakukamyipék untuk jangka
panjang harus di maksimalkan, sebab tidak semualaymt terselesaikan
dengan cepat. Ada dua kendala dari lima kendalg gémdapi untuk waktu
jangka panjang tidak dapat terselesaikan dengaat,cgpitu kendala dalam
faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat.

Upaya penyelesaian faktor sarana dan prasaran& wakiu jangka
panjang memerlukan waktu yang tidak sedikit, kareladam memenuhi

kebutuhan sarana dan prasarana memerlukan biagatigak sedikit dan tidak
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dapat langsung di wujudkan. Hal ini di karenakanadgang dibutuhkan tidak
ada dan pihak Kepolisian Resor Blitar harus mengarkgn terlebih dahulu.
Pemenuhan saran dan prasaran ini juga membutuhkesetpjuan dari
Pemerintahan pusat, oleh sebab itu kendala sa@mgrdsarana tidak dapat
terselesaikan dalam waktu cepat. Upaya penyele$akéor masyarakat untuk
waktu jangka panjang juga memerlukan waktu yangktidedikit. Penyidik
berupaya melakukan pendekatan kepada masyaraleat totuk memberikan
penyuluhan tentang kerugian akibat illegal loggidgabila masyarakat sekitar
hutan memiliki kesejahteraan hidup yang baik maksauk illegal logging

tentunya akan berkurang dan diharapkan tidak agla la

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
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Dari hasil penelitian yang terkait dengan kendaayudik Polri dalam
proses penyidikan tindak pidana illegal loggingtasenpaya penyelesaian
kendala yang dihadapi tersebut, dapat disimpulldretapa hal, antara lain :

1. Dalam kasus illegal logging yang terjadi di hutaiknPerhutani

Kabupaten Blitar, penyidik Polri dalam proses pdikannya

mendapatkan 5 kendala, yaitu :

a. Barang bukti yang sedikit dan Susahnya membuktalaku
utama

b. Kesulitan dalam mengangkat barang bukti dari TKRekepat
penampungan

c. Kesulitan membuktikan kayu curian

d. Faktor sarana dan prasarana

e. Faktor masyarakat sekitar hutan.

Dari kasus-kasus sebelumnya yang ditangani pihdle$8litar yang

berkaitan dengan illegal logging, baru pada kasuskéndala yang

dihadapi Penyidik Polri cukup banyak. Jika padaugagang lainnya,
tidak terlalu banyak kendala yang dihadapi kareadagkasus yang lain
pelaku illegal logging ada di TKP bersama barangtibsedangkan
pada kasus ini pelaku tidak ada di TKP dan tidakdrea barang bukti.

Oleh sebab itu kendala yang dihadapi dalam kasusenbeda dengan

kasus yang lainnya.

2. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam nedagaikan

kendala dalam kasus tindak pidana illegal loggiaituy:
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a. Melakukan olah TKP yang mendalam untuk mencari rizara
bukti tambahan untuk menemukan pelaku utama.

b. Melakukan kerjasama dengan pihak Perhutani untuk
mengangkat barang bukti dari TKP ke tempat penaggun
barang bukti.

c. Melakukan cek tunggak kayu dan cek balak kayu

d. Menggangarkan dana untuk pemenuhan sarana darrgmasa
yang dibutuhkan.

e. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitanhuta

Penyidik dapat menyelesaikan kendala yang dihagapiialam kasus
illegal logging di hutan milik Perhutani Kabupatdlitar dengan

bantuan pihak Perhutani.

B. SARAN
Dengan mengetahui apa yang terjadi di lapanganakark dengan
kendala yang dihadapi penyidik dalam proses pekesmdkasus illegal logging
yang terjadi dihutan milik Perhutani Kabupaten &litmaka saran yang dapat

diberikan penulis yaitu :
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1. Pihak Kepolisian bekerja sama dengan Pihak perhuataningkatkan
keamanan, dan meningkatkan pengawasan terhadap-thutn yang
ada di Kabupaten Blitar. Dan memberikan keterampétau lapangan
pekerjaan atau mengikutsertakan masyarakat sekitdan untuk
mengelola hutan yang berada di lingkungannya uniboénjaga
kelestarian hutan yang tujuannya menjaga hutana semtuk
meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sékitan.

2. Menyediakan saran dan prasarana yang cukup dan dianguhkan
oleh penyidik Polri dalam proses penyidikan untudngungkap tindak
pidana illegal logging agar kendala yang berkadeangan sarana dan
prasarana tidak terulang kembali apabila terjadukaillegal logging.
Serta memberikan kehidupan yang layak bagi anggotasi agar
mereka dapat melakukan tugasnya dengan maksimatitianapkan
dapat menyelesaikan kasus yang sedang ditangagamietepat dan

benar.
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